KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang . a. bahwa Barang Milik Negara berupa Persediaan Pasca
Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pada saat
ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi
arsipnya, merupakan beban bagi keuangan negara,
maka perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan
Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, berupa Persediaan Pasca
Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Timur yang tidak digunakan lagi
yang habis masa retensi arsipnya serta masih ada
nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu
dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan
tindak lanjut penjualan;

- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu  Timur



Mengingat

tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan
Barang Milik Negara berupa Persediaan Pasca
Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Memperhatikan

10.

Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2016
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung
Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada

Pengguna Barang;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/
2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah
tanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 376);

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

DIPA-076.01.2.659377 /2025 tanggal 2 Desember
2024,

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2871 /RT.01.3-
SD/05/2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang
Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada 20
Satuan Kerja di provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22
Agustus 2025;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN
TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan
Barang Milik Negara Berupa Persediaan Pasca Pemilihan
Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Timur yang namanya tercantum pada
lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4
lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Berupa
Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Melakukan Koordinasi dengan Instansi/lembaga lain
yang dipandang mampu dan memiliki keahlian
khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang
menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk

menetapkan nilai limit penjualannya;

b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara
penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara

sebagaimana tersebut huruf a;



. Menyusun Kkelengkapan administrasi sebagai syarat
pengajuan usulan Penghapusan Barang Milik Negara
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Luwu Timur;

. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat
pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara
milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa
Barang Inventaris (PEBIN), untuk  mendapat
persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta
Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

Republik Indonesia;

. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan
Kekayaan  Negara Lelang (KPKNL) mengenai

pelaksanaan pelelangan;

Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan
lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang
akan dilelang secara terbuka melalui Website Resmi/
pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari
sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat
penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat

lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil

pelaksanaan tindak lanjut penjulan tersebut;

. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan
Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Luwu Timur;

Menyusun dan menyampaikan laporan  hasil
pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia dengan dilampiri:

1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSP)

hasil Penjualan Barang Milik Negara tersebut yang
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diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;

3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Luwu Timur kepada Pemenang

Lelang.

KETIGA . Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan
Barang Milik Negara berupa Persediaan Pasca Pemilihan
Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada
DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung
sejak bulan Agustus sampai dengan September 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

RAMLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian yang menangani urusan
Ti is.dan Hukum,
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LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN  SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN
PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT  KOMISI PEMILIHAN  UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2025
KEDUDUKAN
no e DALAM TIM
1 2 3
1. | Ramlan, S.Sos.,M.Si/19850705 201012 1 006 Penanggungjawab
2. | Fatmawati Mansyur, SE.,M.M/198105212010122004 Ketua
3. | Jumriati. S.Sos/19850111 200910 2 001 Sekretaris
4. | Rusmini/ 19770309 200910 2 002 Anggota
5. | Hartini/19850810 200910 2 001 Anggota
6. | Ridwansyvah/19761231 200812 1 001 Anggota
SEKRETARIS
' ' . KOMISI PEMILIHAN UMUM
Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN LUWU TIMUR,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
ub Bagian yang menangani urusan ttd.
RAMLAN

jdih.kpu.go.id /sulsel /luwutimur




